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Arah Kebijakan

A.	Latar Belakang




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, maka RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di Tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Sebagai keberlanjutan dari RPJMN ke-2 (2010-2015), maka fokus RPJMN 2015-2019 lebih menitikberatkan arahnya kepada “Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang dengan Menekankan pada Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Berkualitas serta Kemampuan Iptek yang Terus Meningkat”, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1
Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025
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Perencanaan Strategis 2015-2019

B.	Latar Belakang



Mengacu pada Visi, Misi, Nawa Cita dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 9 Agenda Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 3 (Nawa Cita yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Nawa Cita 1,2 dan 3. dari Ketiga Nawa Cita yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tersebut, yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung Peran Strategis Kementerian Dalam dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.
Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”. Untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu :
1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan; 
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 
Sejalan dengan Peran dan Arah Kebijakan tersebut, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019, yaitu :
1. Tujuan Pertama (T1) : kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Tujuan Kedua (T2) : peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Tujuan Ketiga (T3) : peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Tujuan Keempat (T4) : optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Tujuan Kelima (T5) : peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Tujuan Keenam (T6) : peningkatan tata kelola dan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
Terkait dengan hal tersebut, Peran Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang bina administrasi kewilayahan sesuai dengan Tujuan ke-2 dan ke-4 dari Enam Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 Sasaran Program dengan 7 target Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :
1. Sasaran Program Pertama “Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi  kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara”, dicapai dengan 5 target indikator kinerja:
a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima;
c. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
d. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah; dan
e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
2. Sasaran Program Kedua “Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran”, dicapai dengan 2 target indikator kinerja :
a. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan 
b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).


Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan untuk secara konsisten melaksanakan program dan kegiatannya yang disesuikan dengan pokok dan fungsinya.
Sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan acuan untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN), dan melakukan Evaluasi Capaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
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Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, pada Pasal 12 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, ditetapkan Program Strategik Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu “Program Bina Administrasi Kewilayahan”, dengan di dukung 6 (enam) kegiatan, yaitu :
1. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah;
2. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara;
3. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
5. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi;
6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada Renstra serta Pagu Indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, bahwa Alokasi Pembangunan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s.d 2019 adalah sebesar Rp.1.063.576.609.000, dengan rincian sebagai berikut : 
1. Tahun 2015, total pagu anggaran sebesar Rp.365.224.467.000, yang dialokasikan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.225.169.767.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.73.000.000.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.67.054.700.000.

2. Tahun 2016, total pagu anggaran sebesar Rp.193.024.380.000, yang dialokasikan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.118.592.791.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.35.269.076.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.39.162.513.000.

3. Tahun 2017, total pagu anggaran sebesar Rp.195.998.552.000, yang dialokasikan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.142.755.340.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.24.738.126.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.28.505.086.000.

4. Tahun 2018, total pagu anggaran sebesar Rp.160.005.670.000, yang dialokasikan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.128.005.670.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.15.000.000.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.17.000.000.000.


5. Tahun 2019, total pagu anggaran sebesar Rp.149.323.540.000, yang dialokasikan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.131.365.226.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.14.658.314.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.



























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 2015-2019
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Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s/d 2019, dilihat dari aspek penyerapan anggaran dan pencapaian keluaran per tahun :

1. Penyerapan Anggaran

Dilihat dari aspek penyerapan anggaran, bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan periode 2015 s.d 2019 dikatagorikan “Baik”, hal ini dapat dilihat dari trend peningkatan besarnya anggaran yang terserap setiap tahunnya, yaitu :
   
a. Tahun 2015 terealisasikan anggaran sebesar Rp.244.826.194.572 atau 67,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp.365.224.467.000.
b. Tahun 2016 terealisasikan anggaran sebesar Rp.146.739.028.495 atau 76,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp.193.024.380.000.
c. Tahun 2017 terealisasikan anggaran sebesar Rp.169.977.528.880 atau 86,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp.195.998.552.000.
d. Tahun 2018 terealisasikan anggaran sebesar Rp.150.112.095.473 atau 93,82% dari total pagu anggaran sebesar Rp.160.005.670.000.
e. Tahun 2019 (s.d periode Semester I) terealisasikan anggaran sebesar Rp.75.298.733.487 atau 50,43% dari total pagu anggaran sebesar                       Rp.149.323.540.000.




Grafik 1
Penyerapan Anggaran
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 
Tahun 2015 s.d 2019
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2. Pencapaian Keluaran/Output

Berdasarkan hasil penilaian dan pengukuran kinerja, bahwa dari aspek pencapaian keluaran/output atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s.d 2019 menunjukan trend peningkatan besarnya capaian output/keluaran setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 sebesar 63,42%, 2016 sebesar 83,98%, 2017 sebesar 97,20%, 2018 sebesar 96,44% dan tahun 2019 (sampai semester I) sebesar 50,97%.

Grafik 2
Pencapaian Keluaran
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 
Tahun 2015 s.d 2019
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          Sumber : Monev Kinerja Penganggaran, Kemenkeu

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut, bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, baik dilihat dari aspek penyerapan anggaran maupun aspek pencapaian keluaran/output tahun 2015 s.d 2019 termasuk dengan kategori “Baik”.
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A.	Latar Belakang
Regulasi




Sebagai upaya untuk memperkuat tugas dan fungsi di bidang urusan dalam negeri pada aspek administrasi kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk regulasi termasuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) serta pemerintah daerah terhadap  tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan dan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada kurun waktu tahun 2015 s.d Oktober 2019 telah diselesaikan sebanyak 297 regulasi bidang administrasi kewilayahan, berupa 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 12 Permendagri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 275 Permendagri tentang Batas Daerah, dengan rincian :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kepulauan Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33  Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat  menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar  Provinsi Maluku; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pengelolaan Pengembangan Dan Pembangunan Kelautan;
12. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang  Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
22. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 
23.  Ditetapkannya 275 Permendagri tentang Batas Daerah.
Keseluruhan dari regulasi yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut, dapat disajikan sebagaimana grafik berikut :





Grafik 3
Regulasi Bidang Administrasi Kewilayahan 
yang telah Diterbitkan Tahun 2015 s.d September 2019













Capaian Program/Kegiatan Strategis

B.	Latar Belakang




1. Penataan Kecamatan

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, terjadi perubahan dalam kedudukan kecamatan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, dimana pada saat ini kedudukan kecamatan sangat strategis yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif sebagai representasi camat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan. Esensi dari tugas-tugas atributif adalah pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan di wilayah. 
Dengan kata lain camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kedudukan kelurahan, yang sebelumnya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kelurahan sebagai OPD, pada saat ini kelurahan sebagai perangkat kecamatan, sehingga posisi lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada camat. Hal ini tentunya membuat kedudukan camat semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
Disamping itu, substansi pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,bahwa terkait dengan persyaratan teknis pada aspek kewilayahan lebih dijabarkan, khususnya kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat, nama kecamatan dan lokasi calon ibukota kecamatan yang akan dibentuk serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga penataan kecamatan lebih berkualitas, akuntabel dan tertib administrasi. 

b. Capaian 

Upaya yang telah dilakukan Kementerian dalam Negeri dalam memperkuat peran kecamatan, diantaranya :
· Tahun 2017, terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk meningkatkan peran strategis camat dalam peningkatan pelayanan publik dan implementasi koordinasi wilayah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihadiri oleh 1.049 camat perwakilan dari 34 Provinsi. 
· Tahun 2018, terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk meningkatkan peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dihadiri oleh 1.804 camat perwakilan dari 34 Provinsi.
· Tahun 2019, terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk mengoptimalkan peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa serta mengoptimakan peran camat dalam inovasi pelayanan publik guna terciptanya pemerataan kesejahteraan, dengan peserta sebanyak 343 camat.
· Pada bulan Januari 2018 s.d Mei 2019, telah terbentuk 28 kecamatan baru dan 9 (sembilan) kelurahan baru sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

Tabel 1
Pemekaran Kecamatan Periode Januari 2018 s.d Mei 2019

	No.
	Provinsi
	Kabupaten/Kota
	Kecamatan

	
	
	
	
	
	

	1
	Sumatera Selatan
 
 
 
 
	
	Musi Banyu Asin
	1
	Jirak Jaya

	
	
	
	Muara Enim
 
	2
	Empat Petulai Dangku

	
	
	
	
	3
	Panang Enim

	
	
	
	Banyuasin
 
	4
	Karang Agung Ilir

	
	
	
	
	5
	Selat Penuguan

	2
	Sumatera Utara
 
 
 
 
	
	Batu Bara
 
 
 
 
	6
	Laut Tador

	
	
	
	
	7
	Lima Puluh Pesisir

	
	
	
	
	8
	Datuk Lima Puluh

	
	
	
	
	9
	Datuk Tanah Datar

	
	
	
	
	10
	Nibung Hangus

	
	
	
	Tapanuli Selatan
	11
	Angkola Muara Tais

	3
	Kepulauan Riau
 
 
 
 
	
	Lingga
 
 
	12
	Katang Bidare

	
	
	
	
	13
	Temiang Pesisir 

	
	
	
	
	14
	Bakung Serumpun

	
	
	
	Kep. Anambas
 
	15
	Siantan Utara

	
	
	
	
	16
	Jemaja Barat

	4
	Riau
 
 
	
	Rokan Hilir
 
 
	17
	Tanjung Medan

	
	
	
	
	18
	Bagan Sinembah Raya

	
	
	
	
	19
	Balai Jaya

	5
	Bengkulu
	
	Bengkulu Tengah
	20
	Semidang Lagan

	6
	Jawa Tengah
 
 
	
	Boyolali
 
 
	21
	Gladagsari

	
	
	
	
	22
	Tamansari

	
	
	
	
	23
	Wonosamodro

	7
	Sulawesi Selatan
 
 
	
	Luwu Utara
 
 
	24
	Sukamaju Selatan

	
	
	
	
	25
	Baebunta Selatan

	
	
	
	
	26
	Sabbang Selatan

	8
	NTB
	
	Lombok Timur
	27
	Lenek

	9
	Maluku Utara
	
	Kota Ternate
	28
	Ternate Barat

	Total
	28
	



Tabel 2
Pemekaran Kelurahan Periode Januari 2018 s.d Mei 2019

	No.
	Provinsi
	Kabupaten/Kota
	Kelurahan

	
	
	
	
	
	

	1
	Sumatera Selatan
	
	Banyuasin
	1
	Jakabaring Selatan Kec. Rambutan

	2
	Kepulauan Riau
	
	Natuna
	2
	Batu hitam Kec. Bunguran Timur

	3
	Jawa Tengah
 
 
	
	Surakarta
 
 
	3
	Mojo Kec. Pasar Kliwon

	
	
	
	
	4
	Banjarsari Kec. Banjarsari

	
	
	
	
	5
	Joglo, Kec. Banjarsari

	4
	NTB
 
 
	
	Bima
 
 
	6
	Jatibaru Timur Kec. Asakota

	
	
	
	
	7
	Ule Kec. Asakota

	
	
	
	
	8
	Oimbo Kec. Rasanae

	5
	Maluku Utara
	
	Kota Ternate
	9
	Tongole Kec. Ternate Tengah

	Total
	9
	




c. Tindak Lanjut

1) Pengusulan agar kedudukan kecamatan menjadi bagian dari urusan pemerintahan sebagai “Penunjang Kewilayahan”, karena kecamatan menjalankan fungsi wilayah (penyelenggara urusan pemerintahan umum);
2) Penyusunan Peraturan Operasional sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3) Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan dan desa;
4) Pemantapan penyelenggaraan program dan kegiatan kelurahan dan desa;
5) Asistensi dan supervisi penyelenggaraan evaluasi kinerja kelurahan;
6) Pendataan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat  dalam mendukung inovasi pelayanan di kecamatan;
7) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam mendukung inovasi pelayanan publik di kecamatan; dan
8) Asistensi dan supervisi penyelenggaraan evaluasi kinerja Kecamatan.


2. Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah

a. Kebijakan

PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
Kebijakan penyelenggaraan PTSP melalui Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP dijabarkan secara teknis melalui Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan. Permendagri tersebut bertujuan untuk mendorong terwujudnya PTSP yang Prima.

b. Capaian 

Secara keseluruhan capaian penyelenggaraan PTSP di daerah dari tahun 2008 s.d Oktober 2019 adalah sebagai berikut :
· Sebanyak 548 daerah telah membentuk kelembagaan PTSP :
· 542 daerah (34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota) telah berbentuk Dinas.
· 6 daerah masih dalam bentuk unit (Kabupaten/Kota di DKI Jakarta).
· Sebanyak 445 daerah (34 Provinsi, 313 Kabupaten dan 98 Kota) telah mendelegasikan kewenangannya kepada PTSP daerah;
· Sebanyak 359 daerah (34 Provinsi, 234 Kabupaten dan 91 Kota) telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP; dan
· Sebanyak 385 daerah (34 Provinsi, 276 Kabupaten dan 75 Kota) telah memiliki dan mengoperasikan website dalam pelayanannya.
Adapun capaian penyelenggaraan PTSP di daerah untuk kurun waktu Oktober 2014 s.d September 2019, dapat disajikan pada grafik berikut :  

Grafik 4
Penyelenggaraan PTSP di Daerah
Periode Oktober 2014 s.d September 2019












c. Tindak Lanjut

1) Mendorong Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mendelegasikan kewenangan perizinan kepada Kepala DPMPTSP; 
2) Mendukung pengintegrasian seluruh persyaratan proses perizinan berusaha melalui OSS;
3) Koordinasi dan supervisi Penyelenggaraan PTSP;
4) Pengembangan aplikasi e-monev PTSP;
5) Bimtek penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik;
6) Asistensi penerapan PTSP berbasis elektonik di daerah; dan
7) Pembinaan penyelenggaraan PTSP berbasis elekronik.


3. Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

a. Kebijakan

PATEN merupakan salah satu inovasi manajemen pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan yang dilakukan dengan mengubah pola pikir (mind set) aparatur kecamatan agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan penyelenggaraan PATEN sebagaimana Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan pada skala kecil di daerah. 

b. Capaian 

Dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota, s.d September 2019 terdapat 368 Kabupaten/Kota telah menerapkan PATEN.

Tabel 3
Rekapitulasi Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan PATEN
	
No.
	
Provinsi
	Kab/Kota  yang sudah menerapkan PATEN
	Kab/Kota yang sudah menerapkan PATEN
	Kecamatan yang sudah menerapkan PATEN
	Kecamatan yang belum menerapkan PATEN

	
	
	
	
	
	

	1
	Aceh
	20
	3
	143
	146

	2
	Sumatera Utara
	19
	14
	95
	349

	3
	Sumatera Barat
	19
	0
	73
	106

	4
	Riau
	9
	3
	75
	91

	5
	Jambi
	9
	2
	45
	96

	6
	Sumatera Selatan
	16
	1
	115
	121

	7
	Bengkulu
	4
	6
	28
	100

	8
	Lampung
	10
	5
	33
	195

	9
	Bangka Belitung
	6
	1
	36
	11

	10
	Kepulauan Riau
	7
	0
	66
	4

	11
	DKI Jakarta
	5
	1
	10
	34

	12
	Jawa Barat
	27
	0
	239
	388

	13
	Jawa Tengah
	35
	0
	573
	0

	14
	D.I. Yogyakarta
	5
	0
	78
	0

	15
	Jawa Timur
	36
	2
	333
	333

	16
	Banten
	6
	2
	91
	64

	17
	Bali
	9
	0
	34
	23

	18
	NTB
	9
	1
	108
	8

	19
	NTT
	8
	14
	44
	265

	20
	Kalimantan Barat
	14
	0
	120
	54

	21
	Kalimantan Tengah
	14
	0
	132
	4

	22
	Kalimantan Selatan
	13
	0
	152
	1

	23
	Kalimantan Timur
	9
	1
	86
	17

	24
	Kalimantan Utara
	4
	1
	27
	26

	25
	Sulawesi Utara
	3
	12
	20
	151

	26
	Sulawesi Tengah
	10
	3
	37
	138

	27
	Sulawesi Selatan
	18
	6
	60
	247

	28
	Sulawesi Tenggara
	0
	17
	0
	219

	29
	Gorontalo
	5
	1
	23
	54

	30
	Sulawesi Barat
	3
	3
	7
	62

	31
	Maluku
	7
	4
	15
	103

	32
	Maluku Utara
	4
	6
	2
	113

	33
	Papua
	3
	26
	9
	551

	34
	Papua Barat
	2
	11
	0
	218

	TOTAL
	368
	146
	2.909
	4.292



Adapun hasil yang telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait penyelenggaraan PATEN selama periode Oktober 2014 s.d September 2019 sebanyak 276 Kabupaten/Kota, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada grafik berikut :


Grafik 5
Penyelenggaraan PATEN di Daerah
Periode Oktober 2014 s.d September 2019



Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Rapat Kerja Teknis dalam rangka percepatan penerapan PATEN (legislatif dan eksekutif) dengan mengundang 500 camat.

c. Tindak Lanjut 

1) Penyusunan Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
2) Penyusunan Permendagri tentang Penataan Pelimpahan Kewenangan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan; dan
3) Asistensi penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat di 60 Kabupaten/Kota.

4. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

a. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, antara  lain :
1) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
3) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
4) Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
5) Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
6) Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
7) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaran fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
9) Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
10) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK);
11) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
12) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
13) Melantik Bupati/Walikota;
14) Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal;
15) Melantik kepala instansi vertikal; dan
16) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efisien, efektif dan akuntabel.
Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tindaklanjut Peraturan Pemerintah tersebut  berdampak signifikan terhadap peningkatan alokasi pendanaan GWPP dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020. 
Sebelumnya alokasi pendanaan GWPP hanya dapat melaksanakan 1 (satu) jenis tugas yang dilimpahkan. Alokasi pendanaan GWPP melalui anggaran dekonsentrasi dilimpahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) jenis tugas dan wewenang, antara lain :
1) Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
2) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dak pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya; 
3) Pengawasan Perda Kabupaten/Kota; 
4) Mengevaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 
5) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota; 
6) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya (pembinaan penerapan SPM); 
7) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (pengawasan capaian SPM); 
8) Sekretariat perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

b. Capaian 

Berikut ini disajikan alokasi kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi tahun 2015 s/d 2020 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 6
Alokasi Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2015 s.d 2020


c. Tindak Lanjut

1) Penyusunan Peraturan Operasional sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
3) Koordinasi Nasional Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4) Penyusunan Instrumen pelaksanaan korbinwas GWPP di daerah;
5) Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6) Tahun 2020 akan dialokasikan anggaran dekonsentrasi peningkatan peran GWPP di 34 provinsi, sebagai mandatory spending Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebesar Rp.115.837.404.000, untuk membiayai 8 (delapan) jenis tugas dan wewenang.


5. Kerjasama Daerah

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 363 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Sedangkan dalam pasal 364 disebutkan kerjasama wajib merupakan kerjasama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah pada pasal 3 menyatakan bahwa kerjasama daerah dengan daerah dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Objek kerjasama daerah dengan daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.



b. Capaian
Pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dengan ditandatanganinya 4 (empat) kesepakatan kerjasama di 3 (tiga) kawasan, yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika sebagaimana grafik berikut :


Grafik 7
Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah 
dengan Dunia Usaha dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi
Tahun 2018Kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dengan                      PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), ASITA dan PHRI tentang pengembangan pendidikan vokasi terkait pariwisata di kawasan Pariwisata Mandalika Provinsi NTB.

Kesepakatan bersama antara Pemprov. Jawa Tengah dengan Badan Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur, Ratu Boko dan Prambanan, PHRI, HPI, ASITA, Ikatan Hotel General Manager tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pariwisata dan pendukung pariwisata di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Kesepakatan bersama antara Pemprov Sumatera Utara dengan 8 (delapan) Kabupaten di wilayah Kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Dairi, Samosir, Karo, dan Pakpak Bharat tentang kerjasama penyelenggaraan transportasi. 
Kesepakatan bersama antara Pemprov. Sumatera Utara dengan Badan Otorita Danau Toba, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumatera Utara, Asosiasi Ahli Kuliner Indonesia Sumatera Utara tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada SMK di bidang pariwisata berbasis kompetensi. 


Upaya lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengembangkan dan membangun pemberdayaan masyarakat serta ekonomi dan produk lokal di daerah, maka tahun 2019 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan PT. Shopee Indonesia tentang Pelatihan Literasi Digital. Disamping itu juga Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Industri/Swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi di                          3 (tiga) Kawasan yaitu Kawasan Pulau Seribu, Kawasan Bromo Tengger  dan Kawasan Wakatobi yang hingga saat ini masih dalam tahap sinkronisasi.
c. Tindak Lanjut

1) Perlunya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah mulai dari perencanaan, kesepakatan, perjanjian, pelaksanaan, penganggaran dan monev;
2) Perlu disusun program kegiatan peningkatan kapasitas terhadap aparatur pelaksana kerjasama daerah secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga pemahaman aparatur pelaksana kerjasama daerah terhadap mekanisme penyelenggaraan kerjasama daerah terus meningkat; dan
3) Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap secara berkelanjutan, baik itu fasilitasi terhadap daerah yang akan melakukan kerjasama maupun evaluasi terhadap daerah yang telah melakukan kerjasama daerah.


6. Kerjasama Perbatasan Antara Negara

a. Kebijakan

Sesuai RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan dalam rangka membangun kawasan perbatasan dan penyelesaian batas wilayah negara sebagai prioritas Nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementeran Dalam Negeri melaksanakan program kegiatan dalam penanganan kawasan perbatasan dan penyelesaian permasalahan demarkasi batas wilayah negara melalui forum kerjasama bilateral dengan negara tetangga :
1) Republik Indonesia–Malaysia
Terdapat 2 (dua) forum kelembagaan Kerjasama penegasan batas negara di darat antara Republik Indonesia – Malaysia, yaitu:
1. Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo)
Dasar Hukum  KK/JKK Sosek Indonesia berdasarkan Penandatanganan Security Arrangement (SA) 1984 tentang Security Arrangement  In The Border Regions Between The Government of Malaysia  And The Government of The Republic of Indonesia  1984 (SA 84, Article 6), antara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. 
Pada kelembagaan KK/JKK Sosek Malindo, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua KK Sosek Indonesia sebagai salah satu Sub Committee dalam Kelembagaan GBC, dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertahanan selaku Ketua General Border Committee (GBC) Indonesia-Malaysia, Nomor B/835/M/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006.
1. Joint Indonesia – Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara – Kalimantan Barat). 
Dasar Hukum kelembagaan Joint Indonesia – Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara – Kalimantan Barat)  adalah Keputusan Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian Dewan Kelautan Nasional,  Nomor : Kep. 05/Menko/polkam//DKN/1/1999, tanggal 15 Januari 1999, tentang Pembentukan Panitia Nasional Dewan Kelautan Nasional Mengenai Penegasan dan Survey Perbatasan Internasional Antara Republik Indonesia (Kalimantan Timur dan Barat) dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak).
Pada kelembagaan  Joint Indonesia – Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara – Kalimantan Barat), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua Panitia Nasional Penegasan Batas Internasional – Malaysia, dan sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Persidangan Joint Indonesia – Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara–Kalimantan Barat) dengan Pemerintah Malaysia, setelah mendapat Full Power dari Menteri Luar Negeri   guna penandatanganan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia.
2) Republik Indonesia–Papua Nugini (PNG)
Kelembagaan/Forum Kerjasama Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia  dan Pemerintah Papua Nugini adalah Joint Border Committee (JBC) Between The Independent State of Papua New Guinea And The Republic of Indonesia.
Dasar pembentukan Forum JBC PRI – PNG, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Perbatasan RI-PNG.
Pada Forum Kerjasama Perbatasan JBC RI-PNG, Menteri Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua JBC dan Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia, dengan membawahi 6 Komite/Bidang Kerjasama yaitu Kerjasama teknik survey garis batas dan pemeliharaan garis batas, kerjasama dibidang keamanan dan pertahanan, kerjasama Perdagangan dan Investasi, kerjasama Lingkungan Hidup, dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Perbatasan.
3) Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)
Kelembagaan/Forum Kerjasama Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia  dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah Joint Border Committee (JBC) Between The Republik of Indonesia And The Republik Democratik Timor Leste.
Dasar Hukum Kerjasama Kelembagaan JBC RI - RDTL dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dan UNTAET.
Pada Forum Kerjasama Perbatasan JBC RI-RDTL, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi  Kewilayahan berkedudukan sebagai Ketua JBC dan Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia dengan membawahi 6 Komite/Bidang Kerjasama yaitu Kerjasama Lintas Batas Orang dan Barang, kerjasama dibidang Manajement Sungai dan Air, kerjasama Penentuan Garis Batas, kerjasama kemananan, Kerjasama Penanganan Isu-isu Perbatasan dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Perbatasan.

b. Capaian 

Terlaksananya kerjasama penegasan batas negara wilayah darat dan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan yang dilihat dari aspek sosial budaya dan sosial ekonomi dengan 3 (tiga) negara tetangga, yaitu :
1) Republik Indonesia-Malaysia
Terdapat 2 (dua) forum kelembagaan kerjasama dalam rangka kerjasama penegasan batas negara di darat antara Indonesia dan Malaysia, yaitu :
· Persidangan ke-36 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo), dengan hasil :
· Kesepakatan untuk melakukan pemotongan bukit antara Bukit Entikong (Indonesia) dan Bukit Tebedu (Sarawak, Malaysia);
· Pembukaan trayek angkutan umum, meliputi :
· Via Kuching-Lundu-Biawak-Aruk-Sambas-Singkawang. 
· Via Kuching-Lubuk Antu-Badau-Putu Sibau.    
· Pelintasan kendaraan pribadi melalui PLBN Aruk dan PLBN Badau; 
· Kedua negara bersepakat untuk mengadakan kegiatan Fun Bike Tour de Malindo pada tahun 2019. 
· Persidangan ke-42 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara-Kalimantan Barat), dengan hasil :
· Kesepakatan secara prinsip penyelesaian OBP untuk segmen Simantipal dan C 500-C 600 :
· Pengesahan penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) dan action plan penyelesaian 3 (tiga) segment Outstanding Border Problem (OBP) lainnya  di Sektor Timur.
· Finalisasi kesepakatan penyelesaian segmen Pulau Sebatik.
· Penandatanganan MoU 20, dengan Lampiran peta No. 29,                   Area Prioritas II (B-C)  dan Pilar Batas B 300-B 400 dan B 700-B 1000;   
· Penandatanganan MoU 21, dengan lampiran peta No. 30 :
· Area Prioritas II (B–C) dari Pilar Batas B 1800–B 2000  dan B 2500–B 2700; dan
· Area Prioritas III (C–D) dari Pilar Batas C 200-C 500 dan C 600 – C 700. 
· Pelaksanaan Identification, Refixation, dan Maintenance (IRM) pada sektor barat 43,2 Km dan sektor timur 27,2 Km.

2) Republik Indonesia-Papua Nugini
Hasil dari Persidangan ke-34 Joint Border Committee (JBC) RI-PNG :
· Penyelesaian dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between The Government Of The Repubic Indonesia And Government Of The Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangement); 
· MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health And Biosecurity  Quarantine Activites 2018);
· Kerjasama energi terkait sumber daya air dan listrik.  

3) Repubik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)
Hasil dari persidangan Senior Officials Consultation (SOC) ke-5 :
· Telah disepakati penyelesaian segmen Noel besi-Citrana, melalui penetapan garis tengah;
· Menyambut baik hasil kesepakatan pengaturan teknis di Haumeniana-Passabe, khususnya dengan penarikan batas “the line along the road” dan Motai ain-Batugade, untuk selanjutnya segera dilaksanakan di lapangan.
· Kesepakatan atas dua unresolved segmen akan dituangkan dalam Addendum 2 (dua) dari Perjanjian Batas tahun 2005 untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian komprehensif Republik Indonesia-Timor Leste dan dirampungkan sebelum bulan September 2019.
· Dengan selesainya perundingan penegasan batas darat, RI sepakat untuk memulai perundingan resmi delimitasi batas maritim.

c. Tindak Lanjut

1) Percepatan penyelesaian batas wilayah negara melalui diplomasi dengan posisi persisten negara tetangga khususnya dalam penyelesaian permasalahan demarkasi batas wilayah negara; 
2) Pelaksanaan Persidangan Ke-16 KK/JKK Sekretariat Bersama Sosek Malindo (Sekber);
3) Pelaksanaan Persidangan ke-37 KK/JKK Sosek Malindo;
4) Pelaksanaan Persidangan ke-35 JBC RI-PNG; 
5) Pelaksanaan Persidangan ke-43 Joint Indonesia Malaysia (JIM); dan
6) Pelaksanaan Persidangan ke-5 Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL.


7. Pembangunan Sarpras Pemerintahan Daerah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

a. Kebijakan

Sesuai Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Dalam rangka mendukung wilayah perbatasan sebagai manifestasi Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, Kementerian Dalam Negeri memiliki target Nasional dalam rangka pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) melalui dukungan kegiatan tugas pembantuan berupa pembangunan kantor camat, pembangunan kantor lurah/desa, pembangunan rumah dinas camat, pembangunan balai pertemuan umum, dan pembangunan sarana pemerintahan lainnya di kawasan perbatasan.

b. Capaian 

Pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan PPKT yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk kurun waktu 2014 s.d 2019, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :







Tabel 4
Pembangunan Sarpras Pemerintahan 
di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan PPKT Tahun 2014 s.d 2019

	No.
	Jenis Pembangunan
	Jumlah Unit
	Total

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kantor Perbatasan
	2
	4
	1
	0
	0
	0
	7

	2
	Kantor Kecamatan
	5
	2
	2
	1
	4
	0
	14

	3
	Kantor Desa/Kelurahan
	15
	16
	5
	1
	7
	4
	48

	4
	Balai Pertemuan Umum
	3
	9
	8
	10
	1
	2
	33

	5
	Rumah dinas camat
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	6
	Balai Kampung
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	7
	Tower Pemantau
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Total Keseluruhan
	31
	32
	16
	12
	12
	6
	109


Keterangan: Tahun 2019 sedang membangun 4 (empat) kantor desa dan 2 (dua)                              balai pertemuan umum

Grafik 8
Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Wilayah
Perbatasan Antara Negara dan PPKT Tahun 2014 s.d 2019
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c. Tindak Lanjut

1) Pemetaan indeks pemenuhan kebutuhan sarpras pemerintahan; dan
2) Asistensi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.





8. Pemenuhan Kompetensi Aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas

a. Kebijakan

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut, perlu ditingkatkan profesionalitas melalui Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga akan tercipta Polisi Pamong Praja yang Prima (Professional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel). Berdasarkan pembagian urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kompetensi Satpol PP melalui peningkatan standardisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNS sesuai dengan rasio kebutuhan di daerah.



b. Capaian 

Gambaran umum terkait dengan peningkatan kapasitas teknis dan fungsional bagi aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas tahun 2015 s.d 2019 dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Teknis dan Fungsional  
Aparatur Satpol PP PPNS dan Satlinmas Tahun 2015 s.d September 2019

	Aparatur
	Kegiatan
	Tahun/Jumlah
	
Total

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Satpol PP
	1. Peningkatan kapasitas bagi Satpol PP pola 150 JP
	150
	-
	-
	-
	-
	150

	
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP
	2.419
	568
	-
	-
	-
	2.987

	
	3. Uji kompetensi bagi aparatur Satpol PP
	-
	3.495
	2.247
	4.272
	-
	10.014

	
	4. Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota Satpol PP dalam upaya deradikalisasi
	-
	-
	50
	-
	-
	50

	
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan Indonesia ramah
	-
	-
	176
	-
	-
	176

	
	6. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui implementasi Perpres tentang Jafung Pol PP
	-
	-
	70
	-
	-
	70

	
	7. Peningkatan pemahaman HAM bagi Aparat Satpol PP
	120
	100
	270
	-
	110
	600

	
	8. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dalam mengawal pilkada
	-
	-
	-
	75
	-
	75

	
	9. Peningkatan kapasitas Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi
	-
	-
	-
	75
	-
	75

	
	10. Peningkatan pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Aparat Satpol PP
	-
	-
	-
	150
	-
	150

	
	11. Peningkatan kapasitas bagi penilai angka kredit
	-
	-
	-
	-
	68
	68

	
	12. Penilaian Jatfung Satpol PP di Tingkat Pusat
	-
	-
	-
	-
	24
	24

	
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya
	14.439

	PPNS


	1. Peningkatan Kapasitas melalui Diklat  PPNS
	539
	356
	291
	351
	120
	1.657

	
	2. Peningkatan kapasitas pemberkasan hasil penyidikan penyidikan PPNS
	198
	-
	-
	-
	-
	198

	
	3. Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS
	193
	-
	-
	-
	70
	263

	
	4. Peningkatan kapasitas operasional tugas PPNS bagi pejabat PPNS
	-
	66
	-
	-
	-
	66

	
	5. Peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparatur Satpol PP/PPNS sesuai nilai-nilai revolusi mental
	-
	-
	54
	75
	-
	129

	
	6. Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan Perda secara pro yustisi sesuai nilai-nilai revolusi mental
	-
	-
	100
	75
	-
	175

	
	7. Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS
	-
	-
	52
	-
	-
	52

	
	8. Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dlm rangka peningkatan kemampuan Pemeriksaan tersangka, saksi, ahli dan barang bukti
	-
	-
	-
	100
	-
	100

	
	Jumlah Aparatur PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya
	2.640

	Satlinmas
	1. Peningkatan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam membantu Penanggulangan Bencana
	200
	-
	-
	-
	-
	200

	
	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	
	3. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan Pilkada serentak
	-
	-
	300
	-
	-
	300

	
	4. Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana di daerah sesuai nilai revolusi mental
	-
	-
	216
	-
	-
	216

	
	5. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana
	-
	-
	-
	150
	120
	270

	
	6. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019
	-
	-
	-
	224
	-
	224

	
	Jumlah Aparatur Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya
	1.310

	Total Keseluruhan
	18.389


                                                                                                                                                

Grafik 9
Data Peningkatan Kapasitas Teknis dan Fungsional  
Aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas Tahun 2015 s.d September 2019
c. Tindak Lanjut


1. Penyusunan NSPK bidang polisi pamong praja  dan perlindungan masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan PPNS yang sesuai standar;
3. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020;
4. Asistensi dan supervisi penerapan SPM sub bidang trantibum di daerah; dan 
5. Asistensi pemenuhan standarisasi sarana prasarana dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan trantibum di daerah.


9. Pemenuhan Kompetensi Personil Pemadam Kebakaran

a. Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 374 ayat (2) bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum. Salah satu peran strategis tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Pemerintah Daerah.


b. Capaian 


Gambaran umum terkait dengan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran tahun 2015 s.d 2019 dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 6
Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
 Tahun 2015 s.d September 2019
	Kegiatan
	Tahun/Jumlah 
	
Jumlah

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2
	90
	120
	-
	-
	-
	210

	2. Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur
	-
	-
	60
	100
	50
	160

	3. Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya
	-
	-
	-
	80
	-
	80

	4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas Pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran
	1.064
	120
	-
	-
	-
	120

	5. Penyelenggaraan Skill Competition Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
	300
	300
	300
	250
	150
	1.300

	6. Peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran Kab/Kota yang kompeten sesuai standar
	-
	-
	-
	90
	-
	90

	Jumlah 
	3.434



Grafik 10
Data Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
Tahun 2015 s.d September 2019


















c. Tindak Lanjut

1. Penyusunan NSPK bidang kebakaran;
2. Pelaksanaan Kesiapsiagaan aparatur Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition; dan
3. Sosialisasi implementasi Jabatan fungsional pelaksanaan sub urusan kebakaran dan penyelamatan.



10. Sarpras Penanggulangan Bencana

a. Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2007 tentang Pedoman Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana, telah dialokasikan anggaran dalam rangka pembangunan sarpras penanggulangan bencana di daerah rawan bencana melalui mekanisme kegiatan tugas pembantuan berupa pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Gudang Logistik dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

b. Capaian 

Pembangunan sarpras penanggulangan bencana di daerah rawan bencana yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk kurun waktu 2014 s.d 2018, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 7
Rekapitulasi Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana
 Tahun 2014 s.d 2018

	No.
	Jenis Pembangunan
	Jumlah Unit
	Total

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kantor BPBD
	15
	12
	13
	0
	0
	40

	2
	Gudang Peralatan dan Logistik
	1
	9
	2
	18
	6
	36

	3
	Gedung Pusdalops
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	Total Keseluruhan
	16
	21
	15
	20
	6
	78




Grafik 11
Rekapitulasi Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana
Tahun 2014 s.d 2018




c. Tindak Lanjut

1) Peningkatan kapasitas manajamen gudang logistik di daerah rawan bencana;
2) Pengintegrasian informasi kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah; dan
3) Penyusunan Pedoman Standar Minimal Pergudangan Logistik Penanggulangan Bencana di Daerah.


11. Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah pada Saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana


a. Kebijakan

Upaya Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan Kemendagri dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di daerah, diantaranya :

1) Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 360.05.1111 Tahun 2019 tentang Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Pada Saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana dan Pos Koordinasi Kementerian Dalam Negeri;

2) Memfasilitasi ketersediaan anggaran yang berkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pada APBD Tahun 2018 termasuk APBD Perubahan Tahun 2018 dan APBD Tahun 2019;


3) Melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah terhadap barang yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berasal APBN dan APBD;

4) Melakukan pendataan sesuai lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca bencana gempa bumi;

5) Memberikan pendampingan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.


b. Capaian

Pendampingan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk kurun waktu 2015 s.d bulan September 2019 sesuai dengan kejadian bencana, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :





Tabel 8
Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 
Tahun 2018 s.d September 2019

	No.
	Pendampingan 
Pemerintah Provinsi
	Tahun/Jumlah

	
	
	2018
	2019

	
	
	
	

	1
	Nusa Tenggara Barat
	11
	

	2
	Sulawesi Tengah
	28
	

	3
	Banten
	20
	

	4
	Lampung
	12
	

	5
	Sulawesi Selatan
	
	2

	6
	Papua 
	
	2

	7
	Bengkulu
	
	4

	8
	Sulawesi Tenggara
	
	3

	9
	Sumatera Utara
	
	6

	10
	Riau
	
	7

	11
	Kalimantan Tengah
	
	8

	
	J u m l a h
	71
	32





Grafik 12
Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 
Tahun 2018 s.d September 2019



c. Tindak Lanjut

1) Perlu ketersediaan anggaran/flexible guna mendukung kegiatan pendampingan di daerah bencana (situasi tidak normal);
2) Peningkatan kapasitas anggota Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Pada Saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana dan Pos Koordinasi Kementerian Dalam Negeri malalui Bimbingan Teknis;
3) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anggota tim seperti alat pelindung diri, pakaian lapangan, ransel, tenda, kompor, lampu, genset, P3K, dan lain-lain.


12. Penegasan Batas Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

a. Kebijakan

Dalam rangka percepatan penegasan batas daerah, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis, yaitu dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai revisi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengatur tahapan/proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah, dan pengaturan batas waktu penyelesaian sengketa batas serta pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Selain itu, dalam upaya percepatan penegasan batas daerah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan,  kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

Secara keseluruhan dari 979 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak 585 segmen  (123 segmen batas antar Provinsi dan 462 segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan 483 Permendagri. Dengan demikian masih terdapat 315 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 79 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

b. Capaian 

Adapun data capaian penyelesaian segmen batas antar daerah periode Oktober 2014 s.d September 2019, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :








Tabel 9
Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Daerah
Periode Oktober 2014 s.d September 2019

	Tahun
	Batas Daerah antar Provinsi
	Batas Daerah antar Kabupaten/Kota
	Total

	
	
	
	

	Okt 2014 s.d Des 2014
	0
	16
	16

	Tahun 2015
	15
	36
	51

	Tahun 2016
	0
	55
	55

	Tahun 2017
	30
	50
	80

	Tahun 2018
	31
	54
	85

	Sept 2019
	1
	34
	35

	Total Keseluruhan
	77
	245
	322




Grafik 13
Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Daerah
Periode Oktober 2014 s.d September 2019




	

c. Tindak Lanjut

1) Percepatan penyelesaian batas antar daerah sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
2) Percepatan penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Gubernur, dengan waktu penyelesainnya semula 6 (enam) bulan menjadi 60 hari kerja sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
3) Penerapan metode kartometris berbasis Peta RBI dan citra satelit resolusi tinggi bagi daerah yang kondisi geografisnya sangat sulit dijangkau untuk survey lapangan;
4) Mendorong Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi dengan Tim PBD Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam rangka percepatan penegasan batas daerah.

13. Inovasi/Capaian Lainnya 

Aplikasi E-Monev PTSP merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah. Aplikasi ini dijadikan sebagai media elektronik online untuk melakukan pemetaan, pengklasifikasian dan pemeringkatan pada setiap DPMPTSP sebagai katalisator peningkatan kemudahan berusaha (EoDB) yang dikategorikan dalam 4 (empat) tingkatan, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 14
Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Kinerja DPMPTSP

[image: ]


a. Kuadran Prima

Kuadran Prima adalah DPMPTSP yang sudah memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) serta sudah memberikan kepuasan masyarakat.

Grafik 15
Jumlah Daerah pada Kuadran Prima
Aplikasi E-Monev PTSP



[image: ]



b. Kuadran Madya

Kuadran Madya adalah DPMPTSP yang sudah memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan  OSS serta belum memberikan kepuasan masyarakat.


Grafik 16
Jumlah Daerah pada Kuadran Madya
Aplikasi E-Monev PTSP
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c. Kuadran Pratama

Kuadran Pratama adalah DPMPTSP yang belum memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan OSS serta sudah memberikan kepuasan masyarakat.

Grafik 17
Jumlah Daerah pada Kuadran Pratama
Aplikasi E-Monev PTSP

[image: ]

d. Kuadran Terapan

Kuadran Terapan adalah DPMPTSP yang belum memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan  OSS serta belum memberikan kepuasan masyarakat.

Grafik 18
Jumlah Daerah pada Kuadran Terapan
Aplikasi E-Monev PTSP

[image: ]

Berdasarkan hasil monitoring tersebut, secara keseluruhan s.d Agustus 2019 terdapat 487 daerah telah mengakses dan menginput kuesioner pada Aplikasi  E-Monev PTSP.
[image: ]PENUTUP
BAB V 






Kesimpulan 
A.	Latar Belakang




Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan                 tahun 2015 s.d 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Informasi capaian kinerja berdasarkan aspek penyerapan anggaran dan keluaran tahun 2015 s.d 2019 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun yang merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

2. Dari aspek penyerapan anggaran, bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s.d 2019 menunjukan trend peningkatan besarnya pelaksanaan anggaran yang terserap setiap tahunnya.

3. Dari aspek pencapaian keluaran/output, bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s.d 2019 menunjukan trend peningkatan besarnya capaian output/keluaran setiap tahunnya.

4. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut, secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015 s.d 2019 termasuk kategori “Baik”.



Rekomendasi 
B.	Latar Belakang



a. Perlunya perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, mulai dari penyusunan rencana, pengendalian hingga tertib pelaporan terhadap pelaksanaan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait, sinergis dan komprehensif dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya, dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.

b. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.
c. Perlunya pengintegrasian dan sinergitas terhadap seluruh aspek perencanaan, penganggaran dan pelaporan, baik kegiatan yang langsung dan/atau bersumber melalui mekanisme APBN maupun kegiatan yang didukung PHLN atau sumber pembiayaan lainnya sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Direktorat Jenderla Bina Administrasi Kewilayahan.

					DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
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 63,42% 
 83,98% 
 97,20% 
96,44%
50,97%
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[VALUE]
287

Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden	Permendagri	6	1	285	


Jumlah Daerah 	
Telah membentuk kelembagaan PTSP	Telah mendelegasikan kewenangannya kepada PTSP daerah	Telah memiliki SOP dalam penyelenggaran pelayanan PTSP	Telah memiliki dan mengoperasikan website dalam pelayanannya	57	90	172	269	



Kab/Kota	Oktober s.d Desember 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Sept
2019	12	38	35	65	91	35	



Alokasi (Milyar)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	23712812000	14840084000	12500000000	9000000000	6858314000	115837404000	



1	1	1	1	








2014	2015	2016	2017	2018	2019	31	32	16	12	12	6	


Aparatur Satpol PP 	2015	2016	2017	2018	2019	2689	4163	2813	4572	202	Aparatur PPNS	2015	2016	2017	2018	2019	930	422	497	601	190	Anggota Satlinmas	2015	2016	2017	2018	2019	200	100	516	374	120	



2015	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas PRB dan bahaya kebakaran	Skill Competition Kesiapsiagaan Damkar	Peningkatan Kapasitas Damkar bagi Aparatur Provinsi	0	90	0	0	1064	300	0	2016	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas PRB dan bahaya kebakaran	Skill Competition Kesiapsiagaan Damkar	Peningkatan Kapasitas Damkar bagi Aparatur Provinsi	120	120	0	0	120	300	0	2017	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas PRB dan bahaya kebakaran	Skill Competition Kesiapsiagaan Damkar	Peningkatan Kapasitas Damkar bagi Aparatur Provinsi	240	0	60	0	0	300	0	2018	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas PRB dan bahaya kebakaran	Skill Competition Kesiapsiagaan Damkar	Peningkatan Kapasitas Damkar bagi Aparatur Provinsi	0	0	100	80	0	250	90	2019	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 	Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas PRB dan bahaya kebakaran	Skill Competition Kesiapsiagaan Damkar	Peningkatan Kapasitas Damkar bagi Aparatur Provinsi	0	0	50	0	0	150	0	



Jumlah Unit	2014	2015	2016	2017	2018	16	21	15	20	6	



Tahun 2018	
NTB	Sulteng	Banten	Lampung	Sulsel	Papua	Bengkulu	Sultra	Sumut	Riau	Kalteng	11	28	20	12	Tahun 2019	
NTB	Sulteng	Banten	Lampung	Sulsel	Papua	Bengkulu	Sultra	Sumut	Riau	Kalteng	2	2	4	3	6	7	8	



Batas antar Provinsi	
Okt 2014 s.d Des 2014	2015	2016	2017	Tahun 2018	Sept 2019	0	15	0	30	31	1	


Batas antar Kab/Kota	
Okt 2014 s.d Des 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Sept 2019	16	36	55	50	54	34	


42

image3.png
s [ e R o |

e # Beranda

=D E

Beranda Tentang Kami Profil PTSP Berta Peraturan Terkait





image4.png
PRIM,
137





image5.png
3

24

PTSP MADYA

2%




image6.png
PTSP PRATAMA




image7.png
PTSP TERAPAN

319




image1.png




image2.png
I RPJMN 2015-2019.pdf - Adobe Reader - -
Ele Edt View Window Help x
RNeBeE® | ®® (=] 8 B2 2|k Tools | Comment

Menata kembali dan
membangun Indonesia di
segala bidang yang ditujukan
untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan
damai, yang adil dan
demokratis dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya
meningkat

GAMBAR 2.1
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025

RPIM2
(2010 - 2014)

Memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk
pengembangan kemampuan
ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing
perekonomian

Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus
meningkat

prlorltas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

RPIM4
(2020 - 2025)

Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan
terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SOM
berkualitas dan berdaya saing

(UU 17 TAHUN 2007)





